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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab 

sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Laporan Tugas 

Akhir mengenai Prosedur Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah Pada 

Dinas PPKUKM DKI Jakarta bisa diuraikan sebagai berikut : 

1) Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta merupakan SKPD di lingkungan 

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kewajiban 

untuk menjalankan  sistem akuntansi pelaporan dengan tujuan 

menghasilkan laporan keuangan sebagai bukti  penggunaan anggaran 

yang dikelolanya 

2) Penatausahaan data pemungutan retribusi penggunaan lokasi usaha 

Pada Dinas PPKUKM DKI Jakarta yaitu Bendahara Penerimaan Dinas 

PPKUKM DKI Jakarta, Bank, Dinas PPKUKM DKI Jakarta dan Suku 

Dinas PPKUKM DKI Jakarta. 

3) Dokumen yang terkait dalam prosedur pemungutan, pembayaran dan 

penerimaan pendapatan retribusi penggunaan lokasi usaha pada Dinas 

PPKUKM DKI Jakarta diantaranya ialah Surat Ketetapan Retribusi 

Daerah (SKRD), Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), Surat Tagihan 

Retribusi Daerah (STRD), Surat Tanda Bukti Penerimaan (STBP), Nota 

Kredit, bukti transfer dan dokumen lainnya 

4) Tarif retribusi pelayanan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan 

perdagangan dibagi menjadi 7 (tujuh). 

5) Pemungutan retribusi dilakukan dalam Sistem Informasi Manajemen 

Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD) yaitu E-Retribusi. 

6) Terdapat pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dalam 

prosedur penerimaan pendapatan retribusi penggunaan lokasi usaha 

yaitu laporan operasionalnya adalah RK PPKD pada Pendapatan 

Retribusi Daerah – LO. Sedangkan Laporan Realisasi Anggarannya 
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adalah Estimasi perubahan SAL pada Pendapatan Retribusi Daerah – 

LRA. 

7) Prosedur pemungutan, pembayaran dan penerimaan retribusi 

penggunaan lokasi usaha melibatkan 7(tujuh) bagian yaitu Kepala 

SKPD/Pengguna Anggaran, Bank, Bendahara Penerimaan, PPK-SKPD, 

PPKD, Fungsi Akuntansi di atuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 

(SKPKD) dan Fungsi Akuntansi di Pejabat Penatausahaan Keuangan-

Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). 

8) Mekanisme Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi 

Penggunaan Lokasi Usaha di Dinas PPKUKM DKI Jakarta ada 5 

kegiatan. 

V.2 Saran 

Adapun saran yang bisa diberikan dari penulis mengenai prosedur 

penerimaan pendapatan retribusi Daerah Pada Dinas PPKUKM Provinsi 

DKI Jakarta yaitu sebagai berikut : 

1) Bagi Mahasiswa 

Saran yang diberikan kepada mahasiswa yang akan mengerjakan 

Laporan Tugas Akhir ini ialah untuk memilih judul serta materi yang 

sudah dipahami selama melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

Perbanyak bertanya kepada pegawai atau staf di tempat PKL apabila 

terdapat proses atau data yang kurang dimengerti. Lalu diharapkan 

untuk mengerjakan Laporan Tugas Akhir dengan sebaik dan 

semaksimal mungkin, serta diharapkan untuk tidak mengerjakan 

Laporan Tugas Akhir mendekati waktu pengumpulan yang 

memungkinkan Laporan menjadi tidak maksimal. 

2) Bagi Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta 

Diharapkan Dinas PPKUKM DKI Jakarta ini bisa melaksanakan 

kegiatan pemungutan retribusi dengan tetap mematuhi peraturan yang 

berlaku serta tetap menjaga kelengkapan atas dokumen-dokumen yang 

terkait. 

 


